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1. Urgensi pengaturan tentang syarat syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi 
narapidana pada era pandemi Covid-19 menurut Permenkumham Nomor 10 
Tahun 2020 ini menjadi solusi dari pemerintah dalam mencegah dan 
menanggulangi penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan lapas yang 
kelebihan kapasitas, secara dampak langsung telah menekan angka kondisi 
kelebihan kapasitas hingga 30%. Namun kebijakan pembebasan narapidana ini 
mengakibatkan masa pidana yang dijalani oleh narapidana tidak 
diimplementasikan secara penuh, sehingga tujuan pelaksanaan pidana penjara 
yang dilakukan lapas seperti rehabilitasi serta pemberian efek jera tidak 
terimplementasi secara utuh. Serta didalam kebijakan ini tidak terdapat proses 
dan jaminan yang jelas kepada narapidana dan anak dalam pelaksanaan 
pembinaan di rumah masing-masing. 
2. Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pemerintah memberikan 
percepatan asimilasi dan hak integrasi bagi lebih 30.000 narapidana. Proses 
pengawasan ini harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan disiplin oleh 
Bapas supaya dapat dipastikan tidak adanya penggulangan tindakan pidana 
oleh narapidana asimilasi dan integrasi yang mengancam ketentraman dan 
keamanan di lingkungan masyarakat serta diharapkan juga dapat mendukung 
upaya pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-
19 dalam prosesnya. Pelaksanaan pengawasan narapidana asimilasi dan 
integrasi tentu akan mengalami hambatan dan kendala di lapangan dikarenakan 
 
 
regulasi dan penerapannya yang jauh berbeda. Pelepasan narapidana lebih dari 
30.000 dalam jangka waktu yang berdekatan ini tidak dibarengi dengan 
dukungan anggaran dan sumber daya manusia dari Bapas itu sendiri selaku 
pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan. 
 
B. Saran 
1. Dalam mengeluarkan suatu kebijakan strategis pada masa pandemi Covid-19 
ini, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dengan  tujuan kepentingan 
rakyat. Dikeluarkannya pengaturan mengenai pemberian percepatan asimilasi 
dan integrasi kepada narapidana lebih dari 30.000,  pemerintah harus 
bertanggungjawab juga memberikan regulasi yang jelas atas jaminan 
keberlangsungan hidup bagi narapidana pasca dibebaskan secara akan 
dihadapkan dengan situasi yang sulit bahkan dari segi ekonomi tentunya. Serta 
untuk mengantisipasi lapas yang kelebihan kapasitas pemerintah perlu 
mempertimbangkan pendekatan restorative justice sebagai upaya mengurangi 
kelebihan kapasitas penjara. Konsep restorative justice merupakan suatu 
pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 
keseimbangan bagi para korban maupun pelaku tindak pidana dengan proses 
mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.  
2. Pelaksanaan pengawasan narapidana asimilasi dan integrasi di masa pandemi 
ini baiknya pemerintah juga harus memperlihatkan komitmen dalam prosesnya. 
Dengan dukungan anggaran untuk memfasilitasi narapidana serta sumber daya 
manusia dari Bapas itu sendiri sebagai pihak yang bertanggungjawab 
melakukan pengawasan tersebut. Agar tercapai proses pengawasan yang lebih 
 
 
optimal serta tujuan pemasyarakatan terhadap narapidana dan dapat 
mengupayakan prosesnya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. 
 
